
KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATUKAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

SALINAN

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PEKON

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa agar dalem pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
di Pekon dapat berjalsm tertib dan terarah serta dapat
dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman
pcugadaan barang/jasa di pekon;

b. bahwa dalam rangkn mengikuti dinamika perubahan
Peraturan Perundang-undangan perlu mengganti
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengpdaan Barang/Je.sa di Pekon berdasarkan.
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati bentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa di Fekon;

Mengjngat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200-1 tenlang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repubkk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembantn Negara Republik Indonesia Nomor 4438) j

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Prnvinsi
Larnpung (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun
2D08 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan^
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2D14 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7. Tïambaliaii Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahrm Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
aebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Pferaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pfembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeblaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 310);

8. Peraturan Pemerintah Nemer 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari APSD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558] sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

10. Peraturan Praaiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/dasa
Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serite
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Pemerintah Nnmor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



13. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentnng Pedoman Pembangunan De&a (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 297);

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Fengadaan
Barang/Jasa di Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu. Nomor 16
Tahun 20lö tentang Fembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lcmbaren
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2013 tentang Aiokaai Dana Pekon (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu flomor 01 Tahun 2(Hb tentang
Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA DIPEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati tni yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagar unsur penyelenggara pemenntahan
daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Pekon merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten
Pringsewu adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memilild batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,



berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihonnati dsiam sistem Pemerintahan
Negara Kcsatuan Kepublik Indonesia.

5. Pemenntah Pekon adalah Kepala Fekon dan Perangkat
Pekon sebagÉu unsur penyelenggara Pemerintahan
Pekon.

6. Kepala Fekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupatcn
Pringsewu.

7. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang
ditetapkan dab Kepala Pekon yang bersifat menetapkan
dalam rangka melaksanakfin Peraturan Pekon maupun
Peraturan Kepala Pekon.

8. Pemegang Kekuasann Pengelolaan Keuangan Pekon
yang selanjutnya di singkat PKPKPekon adalah Kepala
Pekon yang karena. jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelohum keuangan
Pekon,

9, Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban
pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pekon.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang
selanjutnya disebut dengan APBPekon adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas
dan disetujul bersarna oleh Pemerintah Pekon dan
Badan Hippun Pemekonan dan ditetapkan dengan
Peraturan Pekon.

1 1, Bcngadaen Barang/Jasa di Pekon yang aelanjutnya
disebut dengan Pengabaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Pekon, baik dilakukan dengan cara
swakelola niaupun melalul penyedia barang/jasa.

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
perorangan yang menyediakan barang/jasa.

13. Swakelola adalah kegintan. Pengadaan Barang/Jasa
dimana peketjaannya direncanakan, dikeijakan dan/
atau diawaai sendiri oleh Tim Pengplola Kegiatan.

14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan
Keputusan Kepala Pekon, terdiri dari unsur Pemerintah
Pekon dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Pekon
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

15. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah lembaga. yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra keija pemerintah Pekon dalam
memberdayahan masyarakai.



BABU
MAKSUD, TUJUAN,
PRINSIP DAN ETIKA

Pasal 2

{!) Peraturan Dupati ini dimaksudkan scbagai landasan
hukiim untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah Pekon.

(2) Pcraturan Bupati ini bertujuan untilk memberikan
pedoman bagi Femerintah Pekon dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa Pemerintah Pekon.

Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan
secara swakelola.

(2) Pengadaan swakclola aebagoimana dimoksud pada ayat
[11, dilaksanakan dengan cara;

a. memfiksimalkan penggunaan material /hahan dari
wilayah setempat;

b, gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat
setempat;

c. memperluas kesempatan keija;dan
d. pemberdayaan masyarakat setempat,

Pasa! 4

(1J Pengadaan Baiang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 yang tidak dapat dilaksan^kmi secara Swokelola
balk sebagian maupun keseluruhan, dapat
dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang di
anggap mampu.

(2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mamDU dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) hams memenuhi persyaratan
memitiki tcmpat /lokasi usaha dan ncmor pokok wajib
pajak (NPWP).

(3} Selain ketentuan setoagaimana dimaksud pada ayat (2),
penyedia Barang/Jasa untuk pekcijaan konstruksi
termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan,
mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekeijaan.



Pasal &

(l) Pengadaan barang/jasa di Pekon menerapkan prinsip-
prinsip;

a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai basil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;

b, efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah
ditetapkan sena memberikan manfaat yang sebesar-
beaarnya;

c. transparan, yaitu semua ketentuan dan intormasi
mengenai pengadaan barang/jasa beraifat jelas dan
dapat diketahni secara luas nleh masyarakat dan
penyedia barang/jasa yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan
barang/ja*a harus dijadikan sebag^i wahana
pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan Fekonnya:

e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara
cuma-cum& oleh masyarakat dalam pelaksanaan
kcgiatan pembangunan di Pekon; dan

f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/
jaea sehingga dapat dipertanggungjawabkan

(2] Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa harus mematuhi etika. melipuLi tanggung
jawab, meficegah kebocoran dan pemboresan keuangan
Pekon, aerta patuh terhadap ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 6

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut
a. bertanggungjawab;
b. niencegah kebocoran dan pemborosan keuangan pekon;
c. patuh terhadap ketentuan peraturan Perundang-

undangan.



BAB III
KUANG UNGKUP

Pasal 7

(1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. pengadaan barang/jasa melalui swakekila;
b. pengadnan bamng/jaaa mclalui penyedia barang/

jasa; dan
c. pengawasan, pembavaran. pelaporan dan serah

terima.
(2} Pengadaan Barang/Jasa aebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dan APBPekon,
tidak termaBuk dalam ruang lingkup PasaJ 2 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Honor 4 Tahun 2015.

BAB IV
PENGELOLAAN KEGLATAN

Bagian Ke&atu
Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan

Basal 8

(1) Untuk melaksanakaii pengadaan barang/jaea perlu
dibentuk TPK.

(2) TPK merupakan tun yang beijumlah ganjil dan
ditetapkan oleh kepala pekon dengan keputusan kepala
pekon.

(3) Format keputusan kepala pekon tentang penunjukan
TTK sebagaimana tercanLum dalam IJimpiran I yang
mempakan bagian ysng tidak terpisahkan dari
Peraturan ini

(4) TPK sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. unsur pemerintah pekon;
b. unsur lembaga kemasyatakaturi Pekon; atau sebutan

lain.

Pasal 9

(1) Unsur pemerintah prkun sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) hunrf a adalah kepala Uruean
Pembangunan dan/atau kepala urusan lainnya yang
memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan
fiingsinya.



(2) Unsur Icmbaga Keiaaayarakatan pekon srbagciiiiiaiia
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah ketua lembaga
Kemasyarakatan Pekon atau sebutan lain secara hirarki
yang aktif dan memiliki kompetensi di hidangnya.

Pasal 10

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan
sesuai kebutuhan yang terdiri atas;
a. Ketua, berasal dari unsur Pemerintah Pekon;
b. Sekretaris, berasal dan unsur lembaga

kemasyarahatan pekon atau sebutan lain;dan
c. 3 (tign) orang anggota berasal dari unsur pemerintah

pekon dan/atau dari unsur lembaga kemasyarakatan
pckon atau sebutan lain.

(2) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (b hams memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab

dalam melaksanakan tugas;
b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pemah

terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
C. menandatangani fakta integritas;
d. tidak menjabat sebagai sekretaris pekon dan

bendahara di pemerintah pekon; dan
e. memiliki kemampuan keija secara berkelomok dalam

melaksanakan setiap tugas/pekegaannya.

(3) Pemerintah Pekon dapat menyediakan honorarium
kepada TPK.

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat |8)
diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diatas
nüai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan pekon.

Pasal 11

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayal (3)
pada setiap kegistsn dapat diberikan dengan besaran
persentase 5% (lima persen] dari total anggaran pengadaan
barang/jasa dengan rincian sebagai berikut;
a. untuk operasional sebesar 3% (tiga persen);
b. imtuk honorarium TPK sebesar 2% (dua persen) dengan

pembagiem sebagai berikut:
I, Kctua
2. Sekretaris
3. Anggota

30% (tiga puluh peilen);
25% (dua puluh lima persen);
45% (empat puluh lima persen).



Bagian Kedua
Tugas dan wewenang TPK

Pasal 12

(1) TPK memiliki tugae pokok dan kewenangan sebagai
benkub
a. mengumumkan rencana umum pengadaan

barang/jasa pada. tempat-tempat strategis;
b. menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan data

harga pasar setempaL atan harga pasar terdekat dari
pekon tersebut dangan memperhitungkan ongkos
angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan di
adakan;

c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
(L khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar

rencana kerja seder liana/sketsa;
e. mcnctapkam penyedia barang/jasa.;
f. membust rancangon sure.t perjanjian kcqa;
g menandatangani surat peijanjian ketja;
h. menyimpan dan menjaga keutnhan dokumen

pengadaan barang/jasa;
i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil

pengadaan barang/jasa kepada kepala pekon dengan
discrtai berita acara serah terinia penyelesaian
pekeijaan.

(2) Untuk membantu petaksanaan tugas, TPK dapat
menggunakan tcnaga ahli/ teknis yang berasal dari
pegawai negert sipil atau non pegawai riegeri siptl sesuai
dengan keahlian dibidangnya.

(3) TPK dilarang mengadakan ikafan pcijanjian atau
menandatangani surat petjanjian keija dengan penyedia
barang/jasa apabilar
a. belum tersedia anggaran; dan /atau
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam

APBDPekon.

BABV
PENGADAAN BARANG/JASA

MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Basal 13

(1) Pengadaan barang/jasa di Pekon dilaksanakan oleh TPK
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon yang



keanggotaannya berjumlah. ganjil paling banyak 5 (lima)
orang dengan susunan:
a, ketua;
b. sekretans; dan
c. anggota.

(2) Pelaksonaan swakeloLa oleh TPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. persiapan;
b. palA Ifsanaan;
c. pengawasan;
d. penyerahan; dan
e. pelaporan dan pertanggungjawabarr

(3) Khusus untuk pckegaan konstruksi tidak sederhana,
yaitu pekeqaan knnstruksi yang membutuhkan tenaga
ahli danƒatau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan
secara swakelola.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 14

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
a. jadwal pelak&araan pekerjaan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan

dan peralatan;
g gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
d. speaifikasi tekms apabila diperlukan, dan
e. perkiiHan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 15

(1) Pefaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana
pelakGanann pengadaon barang/jasa mclalui swakelola.

(2) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan./
material untuk mendukung kegiatan swakelola yang
tidak dapat disediakan dengan cna swadaya, dilakukan
oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh
TPK.

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk satu
orang pcnanggungjawab leknis prUksanaan pekeijaan
dai-i anggota TPK yang dianggap mampu atari
mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.



(4) Penanggungjawab teknis pdsksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibartu
oleh personü yang ditunjuk dan dinas teknis terkait
dan/ata.li uleh pekerja (tenaga tukang dan/atau
mandor)

(5) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka
mendukung kegiatan swakelolii yang tidak dapat
disediakan dengan cara swadaya sebagaimana
dimaksud paria ayat (2} mengacu pada ketentuan
pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 16

Khusus pekeijaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/
atau peningkatan jalan di pekon untuk mendukung
kelancaran pclaksanaan pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara «waketola, TPK mengsjukan pencairan
dana kepada PKPKDes terbagi tiga tahap yaitu:
a, tahap kesatu senilai 50% ( lima puluh persen)

merupakan uang dimuka dari nilai pekeijaan untuk
membiayai peraiapan pelaksanaan kegiatan;

b. tahap kedua senilai 40% (empat puluh persen) setelah
TPK mempcrtanggungfawabkaii 100% (stratus persen)
dari nilai uang dï mulca yang telah dipergunakanj

c. tahap ketiga senilai 10% (aepuluh pcrocn) sctclah TPK
mempertanggungjawabkan 100% (seratus persen) dart
nilai uang yang diminta pada tahap kedua yang telah
dipergunakan; dan

d, bukti pembayaran dianggap sah setelah aria
persetujuan dari sekretaris pekon selaku koerdinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan pekon.

Pasal 17

(1) TPK wajib memenitor kemajuan fisik semua kegiatan
pekeijaan yang menjadi tanggungjawabnya, selanjiitnya
dievaluasi setiap minggu dan membuatkan laporan.

(2) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan
dan realisasl fisdk pekeijaan yang menjadi kewajibannya.

(3) TPK wajib mempertanggungjawabkan basil
pekeijaan/kegiatan kepada Kepala Pekon selaku
PKPKDes.

BAB VT
PENGADAAN BARANG/JASA

MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Bagian Kesatu

Umum



Pasal 18

(1) Pengadaan barang/jasa melalui penywiia barang/jasa
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/
jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola
maupun memenuhii kebutuhan barang/jasa secara
lang&ung di Pekon.

(2) Benyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi
persyaratan memiliH tempat/lokaai usaha, kecuali
untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenianya.

(3} Selain ketentuan setagaimana dimaksud pada ayat (2),
penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi,
mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

(4) Cnntnh pengadaan barang/jasa dalam rangka
mendukung pelaksanaan swakelola dan kebutuhan
barang/jasa secara langsung di Pekon sebagaimana
tencantum dalam Lampiran n yang merupakan bagian
yang tidak terpïsahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kcdua
Perencanaan

Pasal 19

(1) TPK menyusun rencsnfi pelaksanaan pAngada^n
barang/jasa meliputi:
a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan datn

harga pasar setempat atau harga pasar terdekar dan
Pekon tersebut;

b. dalam penyusunan RAB dapat meinperhiuingkaii
ongkos kblui atau ongkes pengambilan atas
barang/jasa yang diadakan;

c. spesifikasi teknis barang/jasa, dan
d. kimsub untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar

rencana keija.

(2) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa TPK harus
mempertinibangkan;

a. kondisi/keadaan yang scbenamya
dilokasi/ lapangan;

b. kepentingan masyarakat setempat;
c. Jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah

penyedia barang/jasa yang ada; dan
d. kebutuhan barfing/bahan.



(3} Contoh spesifïkasi teknis barang/jasa yang diperlukan
sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huruf c,
tercantum delam Lampiran III yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan Pfcraturan ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 20

(1) Pengadaan barang/jaaa melalui penyedia barang/jasa
meliputi:
a, pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan

Rp. 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah);
b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah] sampai
dengan Rp. 200.000.000,00 (due ratua juta rupiah),
dan

c pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) TPK dalam hal pelaksanaan pekeijaan pengadaan
barang/jasa melalui penyedia barang/jasa menyiapkan
Dokumen Pengadaan Baiang/Jasa Pekon;

(3) Contoh dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat [2), tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian yang tidak Lerpiaahkan dari
Peraturan ini.

Paragraf 1
Ptengadaun Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan

Rp. 50.000.000,00 (Lima PUluh Juta Rupiah]

Pasal21

Pengadaan barang/jasa dengan nilai aampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satui penyedia

barang/jasa;
b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a,

düakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dart
TPK dan tanpa. penawaran tertulis dari penyedia
barang/jasa;

c. TPK melakukan negosiasi (tuwar-menawar) dengan
penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yarg
lebih murah; dan



d. penyedia barang/jasa memberikan bukxi transaksi
berupa rota, faktur pembelian atau kuitan&i untuk dan
atas nama TPK.

Paragraf 2
Pcngadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas
Pp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

sampai dengan Rp. 200.000.000,00
(Dua Ratus Juta Rupiah)

Fasal 22

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah] sampai dengan Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan
dengan ketentuan;

a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia
barang/jasa;

b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakulcan TPK dengan cara meminta penawaran secara
tertulis dart penyedia barang/jasa dengan dilampiri
daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang
lingkup pekeijaan. volume dan satuan),

c penyedia barang/jasa menyampaikan pcnawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/
jasa, ruang lingkup pekeijaan, volume dan satuan| dan
haiga;

d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang
lebih murah; dan

e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan
atas nama TPK;

f. TPK mengumumkan data pekeijaan dan penyedia
barang/jasa terpilih di papan pengumuman kantor
pekon dan tempat strategis lainnya di pekon sekurang
kurangnya terdiri dan:
1 . nama barang atau pekeijaan yang diadakan^
2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
3. barga akkir hasil negcsisasi (tawar-menawar);
4. Jangka. waktu penyerahan barang atau pclaksanaan

pekeijaan; dan
5. tanggal di umumken.



Paragraf 3
Pengadaan Sarong/Jasa dengan mlai di atas
Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Pasal 23

Pcngadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutn rupiah) dilakaanakan
dengan ketentuan:

a. TPK mengundang dan memlnta 2 (dua) penawaran
secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang
berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa, ruang lingkup peketjaan, volume dan
satuan) dan spcsilikasi teknis barang/jasa;

b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rmcian barang/
jasa, ruang Lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan
horga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa
lertiadap kedua penyedia barang/jasa yang
nemasukkan penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka

dilanjutkan dengan. proses negosiasi (tawar-
menawar) sccara bersamaan;

2. dipenulii ulrh salafi satu penyedia barang/jasa,
maka TPK tetap mefanjutkan dengan proses
negosiasi (tawar-rnenawar) kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis
tersebut; dan

3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa,
maka TPK membatalkati pluses pengadaan.

e apabila spesifikasi teknis sebagaunana dimaksud pada
iiuruf d angka 3 tidak dipenuhi, maka TPK
tnelak&anakan kcmbali proses pengadaan sebagaimana
dimaksud padahurufa;

f. negpsaasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada
huruf d angka 1 dan angka 2 untuk mempcroleh harga
yang lebih murah;

g. hasil negosiasi dituangkan (talam Berita Acara dan
Surat Peijanjian keija sama antara. Kctua TPK dengan
penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya
1 . tanggal dan tempat dibuatnya suraf perjarjian;
2. para pihak;



3. mang lingkup pekeijaan;
4. niloi pekerjaon;
5. hak dan kcwajibon pajü pihak;
6. jaugka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan kahar; dan
8. sanksi, termasuk denda keteriambatan; dan
9. tata cara pemabayaran.

h pihak penyedia barang/jasa yang berwcnang
menandatangani surat perjanjiaii keija sebagairnana
dimaksud dalam huruf g adalah pemilik toko, pemilik
usahadagang, direksi danƒatau pihak lain yang bukan
direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta
pendinan/anggaran dasar sepanjang pihak
penguras/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai
tenaga ker]a tetap dan mendapat kuasa atau
pcndcicgasiaii wewenang yang sah dan direksi atau
pihak yang sah berdasarkan akta pendiriaii/anggaran
dasar.

i. TPK mcngunnimkan data barang/pekerjaan dan
penyedian barang/jasa terpilih di papan pengumurn^n
kantor pekon dan papan/tempat strategis sekurang-
kurangnya mencantumkan:
1. nania barang atau pekeijaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
3. harga hasil negosiasi;
4. jangka waktu penyerahan harang atau pelaksanaan

pekeijaan;
5. tanggal diomumkan.

Pasal 24

(1) Contoh penaworan tertulis yang dibuat oleh TPK dan
penyedia barang/jasa sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf b dan huruf c, serta Pasal 23 huruf a
dan huruf b, tercantum dalam Lampiran V dan
Larapiran VJ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Contoh berita acera negosiasi dam surat perjanjian
kerjaaama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf g, tercantum dalam Lampiran VIT dan Lampiran
VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.



Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lmgkup Pekeijaan

Pasal 25

(1) ApabiJa diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara
tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan
perubahan ruang lingkup pekeijaan meliputi:
a. menambahatau mengurangi volume peketjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
d. melaksanakan pekeijaan tarnbah.

(2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekeijaan
sebagaimana dimaksud pada ayat [1}, perryedia
barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada
TPK.

(3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
prnyedia barang/jasa untuk memperoïeh harga yangïebih murah.

(4) Untuk nüai pengadaan barang/jasa di atas
Rp. 200.000.000,00 Idua ratus juts rupiah), dilakukan
addendum surat perjanjian yang memuat perubahan
ruang lingkup dan total nilai pekeijaan yang disepakati.

Bagian kelima
Pembayaran Prestaal Keqa

Pasal 26

(1) Pembayaran atas prestasi pekeijaan di berikan kepada
penyedia barang/jasa setelah pekeijaan seksai sesuai
ketentuan peqanjian-

(2) Pembayaran atas prestasi pekeijaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia
barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
barang/jasa dan berita acara serah tenma barang/jasa.

Bagian keenam
Keadaan Memaksa

Pasal 27

(1) Keadaan memaksa (forve majeur^} merupaka salah
satu keadaan yang Uijadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan Bebeiumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian
keija menjadi tidak dapat dipenuhi.



(2) Digulongkan sebagai keadaan memaksa (/brce majeune)
dalam aurat peijanjian kega pengadaan barang/jasa di
pekon meliputi;
a. bencana alam;
b. bencana sosial; dan/atau
c. kebakarart

(3) Dalam hal teijadi keadaan rncmaksa (force majeur^
penyedia barang/jasa memberitahukan tentang
teijadinya keadaan memaksa [force majeure) kepada
TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kalender sejak teijadinya keadaan
memaksa (force majeur^ dengan menyertakan salinan
asli pemyataan keadaan memaksa (force mejeure) yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bcrlaku.

(4) Hal-hal merugikaii dalam pengadaan barang/jasa yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaiart pihsk
penyedia barang tidak termasuk kategori keadaan
memaksa (force tnajeurv}.

(5) Keterlambaian pelaksanaan pekegaan yang
dialdbatkan terjadinya keadaan memaksa (force
ma/eure) tidak dikenakan ssnksi.

(ö) Setelah teijadtaya keadaan memaksa {force majeure)
para pihak dapat melakukan ke^epakatan kcmbali dan
selanjutnya dituangkan dalam pembahan anrat
peijanjian keqa.

Bagian ketujuh
Ptemutusan Surat Peijanjian Kerja

Pasal28

TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan surat
perjanjian ketja apabila?

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekeijaan akibat
kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 14
(empat belas) hari kalender;

b. penyedia barang/jasa lalai/cideia janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya. dalam jangka waktu yang telali ditrtapkan
oleh TPK; dan

c- apabila. penyedia barang/jasa terbukti melakukan
kompsi, kolual, nepotisme, keourangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang.



Bagian Kedelapan
Penyelesaian PcrscEsihan

Pasal 29

(1} Apabila tcrjadi perselisilian antara TPK dan penyedia
barang/jasa maka terlebih dahulu diselesaikan melalui
musyawanah untuk mufakat yang dipimpin langsung
oleh KepaJa Pekon selaku PKPKPekon.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisilian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat
maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui
pengadilan.

Bagian Kesembilan
SeraJi Tcrima Pckerjaan

Pasa! 30

(1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah sehiruh
hasil pekeijaan dilaksanakan seauai dengan ketentuan
smat perjanjian kerfa.

(2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekeijaan,
TPK melaporkan seoara tertulis kepada kepala pekon
selaku PKPKPckon untuk melakukan ptnundaan
pencairan dan memerintakkan kepada penyedia
barang/jasa untuk memperbaikl dan/atau melengkapi
kekurangan pekeijaan sebagaimana yang dlsvaratkan dl
dalam surat perjanjian keija.

(3) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permintaan
pembayaran aecara tertulis kepada PKPKDes melalui
TPK setelah pekerjaan gclesm 100% (seratus persen)
dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekeijaan dan Berita Acara Serah Tenma Hasil
Pekeijaan Hengadaan Barang/Jasa.

(4) Contoh Adminitrasi Serah Terima Hasil Pekeijaan
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Feratumn Dupati
ink

BAB Vil
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan



Pasal 31

(1) Kepala Pekon wajib meiakukan pcngendalian pengadaan
barang/jasa di pekon.

(2) ïnspektprat sebagai aparat pengawasan intem
pemerintah wajib meiakukan peagawaaan terhadap
preses pengadaan barang/jasa di pekon atas laporan
Camat/masyarakat setempat.

(3) Settap Pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di
pekon wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 32

(1) Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika
terbukti meiakukan dengan sengaja perbuatan atau
tindakan aebagai berikut:
a. berusaha mempengamhi TPK atau pihak lain yang

berwenang dalam bentuk dan cara apapun, balk
langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
kcinginaniiya yang benentangan dengan ketentuan
pmsedur yang telah ditetapkan dalam dokumen
perianjian keija dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. meiakukan persekongkolan dengan penyedia
barang/jasa lain iintuk mengatur harga penawaran
di laar prosedur pelaksanaan pengadaan
barang/jasa aehingga ineiigurangi/menghambai,
inemperkeeil dan/atau meniadakan persaingan yang
sehat dan/atau merugikan orang lain.

c membuat dan/atau menyampaikan dokum.cn
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa;

d. iiiengundurkan diri dari pelasanaan perjanjian keijn
dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat
diterima oleh TPK; dan

e. tidak dapat menyelesaikan pekeijaan aesuai dengan
surat peijanjian keija.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi berupa:
a. sanksi administrasi berupa peringatan/teguran

tertulis;



b. gugatan seoara perdata; dan/atau
c. pelaporan secara piriana kepada pihak yang

berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf b
dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pcmalsuan atas informasi
yang disampaikan penyedia barang/jasa dikenakan
sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau keeurangart dakm
proses pengadaan barang/jasa maka TPK:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti nigi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidaiia.

(5} Sanksi administrasi sebagainnana dimaksud pada ayat
(5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan
apabija terjedi pclanggaran dan/atau kecurangan yang
dilakukan dengan sengaja oleb anggota TPK dalam
proses pengadaan barang/jasa dl pekon maka dapat
diberhentikan sebagai anggotaTPK.

Pasal 33

Apabila penyedia jasa konsultan pereneanaan (tenaga ahli)
tidak oermat dalam menyusun perencanaan pengadaan
barang/jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap
pemerintali pekon atas beban biaya APBPekon dikenakan
sanksi berupa keharusan menyusun kemboli perencanaan
dengan beban biaya dan penyedia jasa konsultan yang
bersangkutan dan/atau dituntut dengan ganti rugi sesuai
peijanjian kerfayang telah disepakati bersama.

BAB VlH
ketentuan lainlain

Pasal 34

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Pekon dlcabut dan dlnyatakan
tidak berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, mernerintahkan
pengUndangan Peraturan Bupati ini dcngan
penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 ck tober 20 1 7
HU PAT1 P^NQSEWU,

SuJADI

Diundangkan di Pnngsew u
paria tanggal 20 Stober 3017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDTMAN PM

EERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOK

1



LAMPIRAN I PEKATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 42
TAHUN : 2017

FORMAT KEPUTUSAN KEFALA PEKUN TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLA KEGIATAN PEKON

KOF PEKON KKCAMATAJÏ KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KEPALA PEKON ....
KBCAMATAN....KABUFATEN PRINGBBWU

SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEÜANGAN PEKON,

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PEKON ....
KECAMATAN....KABUPATEN PRINGSEWU

KBPALA PEKON

Menlmbang : a. bahwa agar dalam peiaksanaan pengadaan barang/
jasa di Pekon dapat bcijalan tertib dan tcrarah serta
dapat dipertanggungjawabtan dan dikelola dengan
prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing,
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

b. bahwa dalam rengka peiaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pekon

Kecamatan Kabupaten Prttigsewu yang
bersumber dari dana yang sah dan düaksankan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, periu
menujuk 'Hm Pengelola Kegiatan
Pekon. . ...Kecamatan,. , ... ..Kabupaten Pringacwu;

c. bahwa berdasarkan pertanbangan aebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu ditetapkon
dengan Keputusan Kepala Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bcbas dari
Korupsi, Kolusd dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tontong

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tah un 2015;

5. Peraturan Praaiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemeiintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor b
Tahun 2014 tentang Desa;



7’ SSTJ™ Mentcri Negen Nomor 113 Tahun2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pfembangunen DaetahTertmggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015tentang Penetapan Pnoritas Penggunaan Dana DesaTahun 2015;
9. Peraturen Kepala Lembaga Kebijskan PengadaanBarang/Jaaa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13fi0 3 P64™” Tata Cara Pengadaantiarang/Jaaa di Desa;

'°' Ka'waten Pringsewu Nomor 16Tahun 2016 tentang Ptmbcntukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
Ik Peraturam Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (LemboranDaerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 031acbagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2016 tentangAlokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah KabupatenPnngsewu Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU Mernmjuk Tim Pengelola Kegiatan Pekon Kecamatan..Kabupaten Pringsewu aebagnimana tercantum dalaraLampiran yang merupakan bagian yang «dak terpiaalikanaan Keputusan mi.

KEDIJA : TFKjncmiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai
a. mengumumkan rencana umum pengadaanbarang/jasa pada tempat-tempat strategic;
b. menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan dataharga pasar setempat atau harga pasar terdekat daripekon tergebut dangan mempertiitunglcan ongkosangkut pengamhilan atas barang/jaaa yang akan dl

c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
d. khusus pekerjean tonstruksi, menetapkan gambarrencana keija sederhana/sketsa;
e, menetapkan penyedia barang/jasa;
f membuat rancangan surat perjanjian kerja;
S- menandatangani surat prijanjian kerja;
h. menyintpan dan menjaga keutuhan dokumenpengad^an barang/jaaa;
i. melaporkan semua kegiatan dan nwnyerahkan haaitpengadaan barang/jasa kepada kepala pekon dengand^tei^bertta stars sereh terirea penyelesaian



KETIGA

KEEMPAT

; Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat
menggunakan tenant abli/teknis yang berasal cah

pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil aesuai
dengan keahlian dibidangnya,

* TPK düarang mcngadakan ikatan perjaryian atau
menandatangani surat perjanjian kerja dengan penyedia
barang/jasa apabilaj
a belum tersedia anggaran; dan /atau
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam

APBDPekon.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana
dimaksud pada diktiim kesatu bertanggungfawab dan
tnelaporkan basil pclakaanaannya kepada Kepala Pekon.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APDD) Pékcn

KETUJUH Keputusan ini disainpaikan kepada masing-masing yang
beraangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan t

Ditetapkan di (Nama Ibukota Pckon)
pada tanggal Bulan.. Tabun

KEPALA PEKON

(Nama Jelae, Tanda Tongan, Stempel). . .

Tembusan:
L BupaLi dan Wakil Bupati FTingsewu;
2. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darrah

Kabupaten Pdngsewu;
4. Kepala Dinas Femberdayaan Masyarakat dan Fekon.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI



LAMPÏRAN if PERATURAN BUPATT PRINGSEWU
NOMOR ; 42
TAHUN : 2017

CONTOH KEBUTUHAN BARANG/JASA

1 . Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangk» wendukung petaksonaan
Swakelola antara lain:
a. pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan Pekon

seperti pembehan semen, bear beton dan lain-lain jenis bahan
bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untuk
pembangunan jembatan Pekon;

b. acwa pendatan untuk swakelola pembangunan jembatan Pekon
seperti sewa p-mwator untuk penggalian podasi jembatan, mesin
molen untuk membuat campuran beton dan lain-lain jenis
peralatan yang dibutuhkan dan perlu dtaewa berdasarkan
pertimbangan teknis dan volume pekaja/m untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan pembangunan;

c. penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola
pembangunan tempat Pnsyandu

2. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Pekon antara lain-
a. pembelian komputer, printer dan alat tubs kantor;
b. langganan internet;
c. pembelian meja, kunu dan peralatan kantor,

BUPAT1 PRINGSEWU,

dto

SUJADI



LAMP1RAN III ; PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : £2
TAHUN r ^7

CONTOH SPESIF1KAS1 TEKNIS BARANG/JASA

Contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunanrencana pengadaan:
a. kapasitag mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untukkendaraan roda 2 (dua);
b. kapasltas memon dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer;
c. bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet;
d. dimensi, jenis dan kualitas material untuk pembangunan gelan^gangolahraga.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PR1NGSEWU
NOMOR : 42
TAHUTi : 3C17

CONTOH DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEKON

A Contoh Surat Pemyataan Kebenaran Usaha

SURAT PERNYATAAN KERENARAN USAHA

Yang bertanda.Langan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

adalah benar-benar {Pemüik Toko/Pemasok
di sekitar lokasi pekeijaan pada Pekon

, yaitu :

Nama Toko/Pemasok) :
Alamat : .♦

Tahun didirikan atau Nomor Ijin Usaha (bila adaj :

Surat pernyataan ini saya buat dengan gebenar-benomya dan aaya
sanggup dituntut di muka pengadilan apabila keterangan-keterangan yang
diberikan tidak benar.

Demikfan pcmyataan ini aaya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

, 20

TOKO/PEMASOK,

6.000,-

Nama Jelas,
Tanda Tangan, Stempel
(bila ada)

^PiHh Salah satu



B. Contoh Form Kemampuan Menyediakan Tenaga Ahli/Peralatan

FORM KEMAMPUAN MENYEDIAKAN TENAGA AHLI/PERALATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Penyedia/Toko/Pfemasok Barang/Jasa*!
Alamat;.. ,

Tenaga Ahli

NO.
1.
2.
3.
4.

dst

HAMA KEAHL1AN JUMLAH

Peralatan
NU.
1.
2.
3.
4.

dst.

NAMAALAT SPESIFIKASI JUMLAH

Surat pernyatacn ini saya buat dengan sebenar-benamya dansanggup dituntut di muka pengadilan
saya

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakansebagaimajia me^tinya.

*}PiUh Salah satu

20

toko/pemasok,
materva Rp öWO,-

Nama Jelas,
Tanda Tangan, Stempel
(blïa ada)



C. Contoh Form Penyusunan RAB

1. RAB BARANG

KOP PEMERINTAH PEKON

NO. NAMA
BARANG

SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN

TOTAL
1. Komputer Pentium 15,

Maniisk
IOOGB, RAM
2GB, Minitor

_17"

3 Unit 6.000.000 18 000.000

2. Printer Laser print
50 ppm

1 Unit 2.000.000 2.000.000
3,
4, -

5. DsL....
TOTAL

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Pekon

1 . Nana, Jabatan (Ketua)
2 Mama, Jabatan (Sekrctaris/Anggota)
3* „Nama, Jahatan (Anggota)



2. RAB KONSTRUKSI

KOP PEMERIN7AH PEKON

Gambar Keija (terlampir)

NO ] URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN | harga
8ATUAH

TOTAL
1, BeLanja Bahan

Material
a. Batu

h Semen
c. Fasir

— — d. dat.

2. Stwa Petaintap a, Molen Mini — —~
—

— €.

— d. dat __ —
3. Upah a. tuknng batu —

b. tukang kayu ~

— c. mandor “ —
.. d. dat _ '

4. Biaya lainnya a. makan minum — —
tl. fotocopy ,

c. Honorarium
TPK

d. dirt
1

5. ...Dat,

-

TOTAL
-

Tim Fengelola Kegiatan (TPKJ
Pekon

Namat Jabatan (Ketua)
2 «’-Naina, Jabatan (Seknetaris/Anggota)
3 Nama, Jabatan (Anggotaj

BUPATI PRLNGSEWU,

dto

SÜJADI



LAMPIRAN V PERATURAN BUPAT1 PRINGSEWU
NOMOR :
TAHUN : got 7

CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANGƒJASA

TIM FEMGELOLA KEGIATAK
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Alamat

.. ( tempat/tgl/bln/tahun)
Nomor ; Kepada
Lampiran : ....... Yth
Hal : Penawaran Pengadaan di-

Barang/Jasa
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : —Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pekon

Kccamatan ... Kabupaten Prtngscwu.
Alamat :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
Kegiatan: Lokasi :— .........
Dengan ini karri menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai
berikut:

1. Ruang lingkup pekeijaan ;

2 Daftar barang/jasa :
No Nama Barang/Jasa Volume Satuan Spesifikasi Keterangan

Apabila saudara berminat, agar dapat menyampaikan
penawaran kepada kami dengan ketentuan :
1. Surat penawaran dibuat diatas kertas bermaterai

Rp.6.000,DO (enam ribu rupiah), dan hanis sudah kami
terima tanggal

2 > Surat penawaran dikunpiri .
a. Daftar penawaran harga termasuk pajak, ben dan

bermaterai.
b. Foto copy SIUP, NPWP.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
Mengetahui : Ketua TPK,

Kepala Pekon
Sel&ku Hemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Pekon,

Keterangan:
1. Jika urawn barang^jasa ödak dapat dlmuat pada kolom di atas, maka dajwf

dikrnyirkan, termajauk dokurnen atmi datfl pendmkung laiimya.
2. Persyaratan dapat (HtanrtMMHB^pefeiiR diperlukan.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJAD1



Pekeqaan :
Lampiran :

AC*RA KLARfFlKASl DAN NEGOSIASJ HARGANQMQR ; . . .„ (TPK)NOMOR (Peryedia barang/jasa)
( Uraian ïingkup pekerjaan )

tangan dl bawah ini : ’ bertanda
1- Nama

Jabatan

Alamat
2. Nama

Jabatan
Alamat

: Ketua Tim Pcngelola Kegiatan (TPK) Pekon ..Mn» diangkat herdasarkan Surat Keputuaan' KepaJa

: Pekon . Kecamatan

Direktur/Pimpinan CV/Toko/ UO

wakil dan’4^'i b^/ja^1" (TPK) dai
Seü
tela
ben

dah dilakukan pembicaraan, maka kedua belah pihak secara berMtnamenjepakati dengen hasü nfigosiasi/Harifikaa, adalah

No. Uraian
Pekeijaan

Spesifïkasi Harga
Ftenawaran

(RpJ

r Harga
Negosiasi

_ (Rp.)
Kcterangan

Memenahi/
tidak
memenuhi
persyaratan

Diterima/Tidak
Dftenma iBerdasarkan
Pertimbangan
spesifikasi dan harga)

Harga teraebut diatas sudah termasuk pajak.

*
Dymikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2bermaterai cukap dan mempunyai kekuatan hukuidipertanggungiawabkan serta untjk dipergunakan ael

Di^tujui Penyedia Barang/Jasa KetUa p*

iXTangan j — landa Tangan

(dua) masing-masing
m yang sama untuk
>agaünana mestmya.

gelola Kegiatan (TPK )

Mengetahui :
Kepala Pekon

SelaJcu Pemegfing Kekuasaan PengHolaan Keuan^m Pekon,



PRk?^am^LAIA” SPK™ASITEKKIsPEKERJAAN/KEGIATAN ;

{tulia dalam hurufl tahj^11^1 dAlarn h«ruf} bulan
Pengelala Kegiatan Pekon T^f." huru$, kami Tim
spesjiïkasi teknis untuk^ked^ penilaian penilaian
benkut: Z ^giatan... dengan basil sebagai

1.
2*
3,

dst.

BARANG/JASA SATUAN SPEflrpIKASJ “] KUANTITAS sksuai/tidak
_ SESUAJ

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)Pekon 7

* - -Nama, Jabatan (Ketua)
3 S*111*’ Jabatai1 (Sekretaris/AnggptalWama, Jabatan (Anggutaj



LAMPIRAN VI : PERAWRAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : za
TAHUN : 5017

CONTOH PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

KOP FBNTEDIA BARANG/JASA

( tempat/tgl/blTi/taliun)
Nomor Kepada
Lampiran : Yth. Ketua TPK Pekon
Penhal : Penawaran di-

Barang/jasa
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan Dircktur/Pimpinon/atau tiebutan lain atas nama
perusahaan.
Aiamat :
Berdasarkan Surat Ketua TPK Pekon...Kecamatan .Kabupaten
Pringaewu Nomor. . .Tanggal Bulan...Tabun .Penhal:Penawaran
Pengadaan Barang/Jasa, maka dengan ini kami mengajukan penawaran
barang/jaea sebeaar Rp (termasuk pajak dan biaya lainnya) dengan
penncian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan :
2. Daftar barang/jasa :

No Nama Barang/
Jasa Volume Satuan Spesifïkasi Harga

Satuan
Harga
Total Ket

Jumlah Rp
(Terbilang: )

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersania ini saya lampirkan:
1. Foto copy SIUP;
2. Foto copy NPWP.

Demikian surat penawaran harga kami baat untvtk menjadi periksa
dan terima kasih.

Penyedia Barang/Jaaa,

Keterangan
L Jika urcdan. barang/jasa tidak dapat dómuat pada totem, diatas, maka dapat

dUampirkan, termasuk.dokumen atau data pendukung Uarmyta
2. Ketengkapan persyaratanhams dilampórkart.

BUPATI PEÜNGSEWU,

dtö

3LTJADI



CONTOH SU KAT UNDANGANk BEWTA ACARA NEGOSIASJ
HARGA/KLARIFIKASI DAN FORM PENILAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

LAMPIRAN VU : PERATURAN BUPAÏT PRINGSEWU
NOMOR : <2
TAHUN : 2017

TIM PEVGELOU KEGIATAN
PEKON. KECAMATAN KABUPATEN FR1NGSEWU

Alamat

Nomor *

Lampiran :
Perihal : Undangan.

( tempat/tgl/tiln/tahun)

Kcpada
Yth.
di-

Menanggapi surat penawaran harga Saudara Nomor
hal : Penawaran harga, bersama ini kami

sampaikan hal-hai sebagoi berikut :
1. setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran

harga Saudara pads prmsipnya kami tidak berkeberatan,
tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan
kami perlu melakukan klarifikiisi dan negosiasi harga
terhadap penawaran Saudara teraebut.

2. untuk keperiuan dimaksud kami mengharap kehadiran
Saudara pada ;

Hari :
TanggaJ :
Jam :
Tempat :
A c a r a ; Klarifikasi dan negosiast harga.

DeimkiaTi atas perhatïan dan ketjasamanya diucapkan
terima kasih.

Mengetahui :
KepaSa Peknn
Selaku Pemegang Kekuasaan
Pcngelolaan Keuangan Pekon,

KetuaTPK,



LAMPIRAN Vin : PERATURAN RLIPATI PRINGSEWIJ
NOMOR ’ 42
TAHUN : 2ü:ï

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
TIM PENGELOLA KEG1ATAN DAN PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : (Nomar Pihak Kesatu)
Nomor ; .......... (Nomor Pihak Kedua)

Pada hari ini tanggal bulan .... tahun bertempat di
(secara lengkap), kami yang bertanda tangan di bawah mi PARA

PIHAK:
1. Nama ;

Jabatan ; Ketua Tim Pengelola Kegfatan (TPK) Pekon
Kecamatan Kabupaten Pringsewu.

Alamat :
Selanjutnya discbut scbagai PIHAK KESATU

2. Nama :
Jabatan ( atas nama penyedia barang/jasa J
Al ftmat ;
Selanjutnya disehut sehagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarrfikasi nomor nomor
tanggal tahun atas pekegaan ,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/Bepakat dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Lingkup Pekerjaan : { mengur&iksn lingkup

pekeijaan sesuai spesifikasi, lokaal, jumlah atau
volume |

2. Nilai Pekeijaan : Rp ( dengan huruf }
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak :

a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima,
menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk
menycmpumakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh
PIHAK KEDUA apabila tidak scsuai sp^sifïkaai, jumlah atau volume
berdasarkan hasil negosiasi /klarifïkasi antara PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KESATU mernpunyai kewajiban untuk membantu
penyelesaian pembayaran atas pekeijaan yang telah diadakan oleh
PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan
kew^jibannya atas pengadaan barang/jaea yang telah disepokati
oleh PARA PIHAK;

C. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan
menyerahkan pekeijaan aesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau
volume pekeijaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati
oleh PARA PIHAK scrta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk
lain sesiiai ketentuan peraturan yang berlaku;



d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran
apabila PIHAK KEDUA telah mcnycrahkan pekcqaan wsuai
spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiaai
/klarifikasi antara PARA PIHAK;

4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama hari kei]a mulai
tanggal tahun sampai dengan tanggal tahun 4

5. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan,
peridraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian
atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam,
kerusuhan, dan lain-Lairi untuk menjadi pertimbangan dalsm
penyelesaian pekeijaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para
pihak );

6. Sanksi : (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan
kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi
ketentuan dalam pelaksanaan pekeijaan )

PIHAK KEDUA
Penyedia/Pemasok/ Pemilik Toko,

*)

Materai Rp. 6000

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (büa ada)

PIHAK KESATU
Tim Pengelola Kegiatan,

(TPK),

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

Mengetahui :
Kepala Fekon



LAMPIRAN IX : PERATVRAN DUPATI PRINGSEWTJ
NOMOR ; 42
TAHUN : 2017

CONTOH ADMINISTRASI SERAH TER1MA HASIL PEKERJAAN

KOP FENYEDIA BARANG/JA8A

Nomor
Lampiran :
Hal : Penyerahan hasil

pekeijaan

( tempat/tgl/bln/tahun)

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengelela Kegiatan
Pekon
di-

Adapun dokumen pendekung peiakaanaan kegiatan

Demikian atas keijasamanya diucapkan terima kaaih.

Fenyedia Barang/Jasa,

Berdasarkan Surat peijanjian kerjasama Namor; ,
maka pcrlu kami sampaikan bohwa peket^aan tclah
aelesai katni laksanalcAn pada tanggal Bulan
tahun dan dengan ini kami kmrakan hasil pelaksanaan
pekeijaan untuk dapat diteliti.



TIM FENGKLOLA KEGIATAM
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Alamat

Nomor : ..............
Lampiran :
Peilhal : Undangan

( tempaL/tgiybln/ tahun)

Kepada
Yth
di-

Berdasarkan surat Saudara Nomor tanggal....
bulan Tahun , hal Penawaran Harga dan
Berdaaarkan Berita Acara klarifikasi dan Negosiasi Harga
Nomor : dan perlu kami sarrtpaikan bahwa
setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta
Berita Acara Klarifikasi dan Negasiasi Harga, maka pads
prmsipnya kami tidak berkeberaton dan dapat menerima
dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar
Rp ( }■

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta
kehadimn Saudara pada ;

Hari :
Tanggal :
Jam ;

Tempat :
A c ar a : Penandatanganan Surat Peijanjian

Adapun konsep peijanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Mengetahuk
Kepala Pekon
Selaku Pemegang Kekuasaan
PengeLolaan Keuangan Pekon,

Ketua TPK,

BUPATI PRENGSEWU,

dto

SOJADI



BDRITA ACARA PElfBLlTlAN HA8IL PEKBRJAAN
NOMOR |TPK)

Ruang lingkup pekeijaan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun,... peda pukul
bertempat di , kami yang bertanda tangan dl bawah ini secara
bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekeijaan yang
telah dikerjakan Penyedia barang/jasa dan ..

Penelitian basil pekeijaan dipimpin oleh Ketua Tim Pengeloia Kegiatan
dengan disaksikan oleh pihak Penyedia barang/jasa dari

Pada saat pemeriksaan basil pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa
dihadiri oleh , dengan hasdl sebagai berikut :
1. Bahwa Tim Pengeloia Kegiatan menyatakan telah menerm hasfl

pekeijaan yang telah diserahkan oleh Penyedia barang/jasa. dari
dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama; dan

2. Penyedia barang/jasa dari menyambut baik dan mengucapkan
terima kasih atas kepencayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Aeara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipcrtanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Tim Pengeloia Kegiatan
Pekon

1 , Ketua ( Nama ) i (tanda tangan)
2. Sekretaris ( Nama ) : (tanda tangan)
3. Anggota 1 Nama ) : (tanda tangan)
4. Anggota j Nama ) : (tanda tangan)
5. Angola ( Nama ) : (tanda tangan)

Penyedia barang/jasa
Nama dan Jabatan : (tanda tangan)

Mengetahui :
Kepala Pekon

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Fekon,



BERITA ACARA SBRAH TERIMA HASH, PEKERJAAN
PEKERJAAN/ KEGIATAN

PEKON

NOMOR . ... (TPK)
NOMOR : .... (Penyedia banmg/jaaa)

Pada hari ini , tanggal {tubs dalam hurui} bulan
(tubs dalam huruf) {tubs dalam huruf}, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

1 {nama pejabatTim Pengelola Kegiatan (TPK)}:
Pejabat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pekon , dalam
hal ini herrindak untuk dan atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Pekon yang beralamat di , yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. - {nama penyedia/pemasoky pemilik toko}:
[P&iyedia /P&nasok /Pemüik T^ka

yang berkedudukan/ beralamat di
Jyang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa ;
1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan bukti transaksi/ surat peijanjian nomor tanggal

2. PIHAK KESATU telah mrnerirna dengan balk tiasil pelaksanaan
peketjaan/kegiatan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bennaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan seouai pemturan pcrundang-undangan yang
berlaku.

PIHAK KEDUA
Penyedia/Pfemasok/Pemilik Toko,

?) (TPK),
Materai Rp, 6000

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada]

Mengctahui;
KepaU Pekon

PIHAK KESATU
Tini Pengelola Kegiatan.

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel [bd1a ada)

*) PiUh Salah satu



BERITA ACARA FRMBAYARAlf

NOMOR : (TPK)
NOMOR : (Penyedia barang/jasa)

Paria hari ini — tanggal — bulan tahun .... bertempat di .....
(secara lengkap), telah dilaksanakan pembayaian atas pekeqaan
antara :
L Nama

Jabatan : Ketua Tim Pengclola Kcgiatan Pckon
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama ;
Jabatan : DirektnryPiiiipinaii/Peiriilik
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berdasarkan Surat Pcganjian Nomor
pekerjaan telah membayar untuk pekerjaan kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp ( )

PIHAK KEDUA befdasarkan Surat Perjanjian Numor... alas
pekerjaan....... telah melaksanakan pekerjaan dan telah
menerima pembaysian atas pekerjaan teraebut sebesar Rp

Jdari PIHAK KESATU dan pembayaran tersebut disetujui
^h Jabatan Kepala Pekun selaku Femegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Pekon

Demikian Berira Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bennaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan pcrundangundangan yang
berlaku.

PIHAK KEDUA
Panyedin/Pemagok/Pemilik Toko

*)

Mama Jelas^ Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

PIHAK KESATU
Tim Perigelula Kegiatan

(TPK),

Matera! Rp. 6000
Nama Jeins, Ttmda Tangan,

Stempel (bila ada)

Mengetahui
Kepala Pekon

*) PiMh Salah satu



TIM PEMGELÓLA KEGIATAV
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Alamat

.. ( tempat/tgl/bln/tahun)

Nomor Kepada
Lampiran : YtK Kepala Pekon
Perihal : Laporan haail pekerjaan di

Derdaaarkan Krputuoan Kepala Pekon Nornor:
Tanggel ... tentang Pembentukan Tim Pengelala
Kegiatan , maka dengan ini kami laporkan bahwa
kegiatan telah selesai dilaksanakan pada tanggal

Bulan — tahun Adapun dokumen
pelekafijiaan kegiatan ......... seb&gainmna terlampir

Demikian alas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola Kegiatari
Pekon



BERITA ACARA SERAH TBRIMA HASH PEKERJAAM
NOMOR : (TPK)
NOMOR : (Pekon)

Pada hari ini tanggal bulan tahun .... bertempat di
(secara rinci), telah dilakaanakan serah terima hasil

pekeijaan antara :
I. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pekon.
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Jabatan : Kepala Pekon

Selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon
Alamat :
Selanjutnya dieebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah menyeiahkan hasil pekeijaan
berupa dalam keadaan baik dan cukup dari PIHAK KKDUA

PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekeijaan berupa dalam
keadaan baik dan cukup dari PIHAK KESATU.

Dcmikian Derita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing masing
bermaterai cukup dan mempunyai k^kuatsn hukirm yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Kepala pekon , Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Pekon ,

Karna Jelas, Panda Tangan,
Stempel (bila ada)

Materai Rp. 6000
Kama Jelas, Panda Pangan,

Stempel (bila ada)

BUPATI SRINGSEWU,

dto

ÈÜJADI



PENAWARAN DAW BERITA ACARA NEGOSIASI PEKERJAAN/KEGIATAN :

TIM PEMGELOLA KEGIATAB (TPK)
PEKON : KECAMATAN: KABUPATEN RINGSEWU

ALAMAT:

RINCIAN HARGA PENAWARAN

PEMASOK 1 :

NEGOSIASI 1

no. NAMA
RARANG/JASA

SATUAN SPESIFIKASI KUANTTAS HARGA
SATUAN

(Rpl

JUMLAH
HARGA

(RP?

NEGOSIASI dst

1.
2.

dst. 1

I.

dat,
Total Harga
Kesepakatau
Terbilang

PEMASOK 2 : _.
NO. KAMA

BARANG/JASA
SATUAN SPESIFIKASI KUANTITAS HARGA

SATUAN
fRp)

JUMLAH
HARGA

fRp|
NEGOSIASI 1

NEGOSIASI dst

1. ““

2.
dst.

TerbiLang

1.
2.

dst.
Total Harga
Kgsepokatar

TOKO PEMASOK 1, TOKO PEMASOK 2,

Materai Rp. 6000
Nama Jelae, Tanda Tangan,

Stempel (hila ada)
Nama Jelas, Tanda Tangan,

Stempel (bila ada)

[ tempat/tgl/bbi/tahun)
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Pekon
1 Nama, Jabatan (Ketua)
2 Nama, Jabatan (Sekretaris/Anggota)
3 Kama, Jabatan (Anggota)

BUPATI BRINGSEWU,

dto



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku seiak diundangkan.

Agar oetiap orang mengetahumya, mcmcrintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu,

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringpewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



KETIGA * Untuk membantu pclaksanaan tugas, TPK danattenaga ahli/tekni. bezasal di
n°n ®ipl sesuaiaengan keahlian dtbidangnya.

keempat ; mengadakon ikatan perjanjlan atau
P'Wiian karja dengan penyediabarang/jasaapabila; J

a- belum tersedia anggaran; dan /atau5 yang ditetapkan dalam

KEUMA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim aebagaimanaF»<ia dikiiun kesatu bertanggungjawab danmelapcrkan basil pelaksanaannya kepada KepaJa Pekon.
KEENAM : — y£“g ‘’“ba* d'teJapkannya Keputusan

“* ‘“P"1» Aneearan Pendapatar, dan BelanjaDaerah (APBD) P&kon J

KETUJUH : Keputuaan ini disempaikan kepada masing-masing yangbemangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan denganpenuh tan^ungjawab. &

KEDELAPAN : Keputuaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkfm di (Nam Ibukota Pekon)pada tanggal Bulan...Tahun. ..

kepala PEKON ,

.. JNama Jelas, Panda Tangan, Stempel) . .
Tcmbusaji.
1. Bupati dan Wakil Bupati Pringscwu,
2. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Badan Pengelölaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Fringsewu;
4 KepaJa Dinas Pcmberdayaan Masyarakat dan Pekon.

BUPATI PKINGSEWU,

SUJADI



MMURANU : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TAHUN ;

CONTOH KEBUTUHAN BARANG/JASA

1. Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Swakelola antara lain:
a. pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan Pekon

aeperti pembelian semen, besi beton dan lain-lain jenis bahanbangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untukpembangunan jembatan Pekon;
b aewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan Pekonseperti sewa excavator untuk penggalian podasi jembatan, meainmolen untuk membuat campuran beton dan lain-lain jenis

peralatan yang dibutuhkan dan perlu disewa berdasarkanpertimbangan teknia dan volume pekerjaan untuk kelancaranpelaksanaan kegjatan pembangunan;
c. penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakekilapembangunan tempat Posyandu.

2. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Pekon antara lain:
a. pembeUan koruputer, printer dan alat tulis kantor;
b. langganan internet;
c pembelian meja, kurai dan peralatan kantor

BUPATI PEINGSEWU,

ÖtjADI



LAMFIRAN IE : FERATUKAN BUPATJ PRINGSEWU
NOMOS :
TAHUN :

CONTOd SPESIFIKASI TEKNES BARANG/JASA

Contoh spesifïkasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunan
rencana pengadaan:
a. kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untukkendaraan roda 2 (dua);
b. kapasitas mcmori dan kecepatun prvseaor (RAM) Komputer;
c bandwidth (keccpatan transfer data) untuk langganan internet;
d dimensi, jeins dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang

olahraga.

BUPATT PRINGSEWU,

StJdADl



2. RAB KONSTRUKSr

KOP pemerintah pekon

NO URAIAN SrESJFIKASl VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN

TOTAL
Belanja Bohan

,
Material

a Batu

b. Semen
— C Pasir —

— <L dat.

2. Sewa Feralatan a Molen Mini —
— — b.

c. — ——
—— d dst —
“T Upah a tukang batu

b tukang Icayu
—

—_
_ - .

— , c- mandor — —
1 — d. dat

4. Biaya lainnya ft. rnjilraii rryjpum
. ——

b. fotocopv
c. Honorarium

TPK

— — — d. dat —
5. ...Pst,

TOTAL —
i —

Gambar Kerja (terlampir)

Tim Pengclola Kegiaran (TPK)
Pekon

L.
2..
3..

.Nama, Jabatan (Ketua)

.Nama, Jabatan (Sekretaris/Anggota)

.Nama, Jabatan (Ariggota)

BUPAT1 RBINQSEWU,

SUJADI



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUFATI PRINGSEWU
NOMOR
TAHUN

CONTCH PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA
KOP PttNYBDÏA BARANG/JASA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran

Barang/jasa

( tempat/tgL/bhi/tahun)
Kepada

Yth. Ketua TPK Pekon
di-

Yang bertanda tangan di bawah im :
Nama :
Jabatan Direktur/Pnnpinanƒatau sebutan lain aias nama
perusahaan.
Alamaf :
Berdaaarkan Surat Ketua TPK Pekon...Kecamatan......Kabupaten
Pringsewu Nonior...Tanggal Bulan,..Tahun Ferihal:Fenawaran
Pcngadaan BarangƒJaaa, maka dengan ini kami mengajukan penawaran
harang/jaR» sebesar Rp... .. .(termasuk pajak dan biaya lainnya) dengan
perincian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan
2. Daftar barang/jasa

No Nama Rarang/
Jasa Volume Satuan Spesifikasi Harga

Satuan
Harga
Total Ket

Jumlah Rv
(Terbilangi ]

SeHuai dengan pcrayaiatan yang dimmta bersama ini saya lampirkan:
1_ Foto copy SIUP;
2, Foto copy NPWP.

Demildan surat penawaran harga kami buat untuk menjadi periksa
dan terima kasih.

Penyedia Barang/Jasa,

Keterangan :
L Jika uraian barang/jasa -tidak. dapat dimvat pada kolom diatas, maka dapat

dilampükan, iermasuk dokurwn atau data pendukung lairinya.
2. KelenQkapanpersyaratart harus düampirkan.

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADÏ



LAMPIRANV PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TAHUN ;

CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA
TIM PENGBLOLA KBGIATAB

PEKON KECAMATAN KARUPATEN PRINGSEWU
Alamat

( tempat/tgl/bln/tahun)
Nomar : Kepada
Lampiran : Yth
Hal : Penawaran Pengadaan di-

Barang/Jasa
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK] Pekon

Kecamatan Kabupaten Pringaewu.
Alamat :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
Kegiatan: Lokasi :
Dengan mi kami menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai
berikuti

1. Ruang lingkup pekerfaan
2. Daftar barang/jasa

No Nama Barang/Jasa Volume Satuan Spcsifikaai Keterangan

Apabila saudara bcminat, agar dapat menyampaikan
penawaran kepada kami dengan ketentuan :
1. Surat penawaran dibuat diatas kertas berrnaterai

Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), dan hama sudah kami
terima tanggal

2. Surat penawaran dilamprri :
a. Daftar penawaran harga termasuk p^jak. bea dan

bermaterai.
b. Foto copy SEUP, NPWP.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
Mengetahui : Ketua TPK,

Kepala Pekcn
Sclaku Pcmcgang Kckuasaan Pengclolaan
TCeuangari Rekon,

Keterangan:
1. Jika uraifixi barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat

dlkmpirkan, termaauk dokumen atau data pendukung lainnya.
2. Pereyaratan dapat ditambahkan apabüa diperlukaid

BUPATI PFINGSEWU,

StJJADI



TIM FEMGELOLA KEGLATAB
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PR1NGSEWU

Alamat

Nomor :
Lampiran :
Pcrihal ; Undangan

......... ( tempat/ tgj/bin/tahun)

Kepada
Yth, ..
di-

BeMasarkan surat Saudara Nomor tanggal....
buien Tahun .... , hal Pcnawaian Haiga dun
Berdasarkan Berits Aram klariftkasi dan N^gosiasi Haiga
Nomor : dan , perlu kauri sampaikan bahwa
setelah menenma dan mempelajari isi surat Saudara serta
Beiita Acam Klarifikaai dan Negoeiaei Hargfi, make, pada
prinsipnya. kami tidak berkeberatan dan dapat meneritna
dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar
Rp ( )■

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta
kehadiran Saudara pada ;

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
A c a r a : Penandalanganan Surat Pferjanjian

Adapun kunuep peijanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan keijasamanya diucapkan
terima kasih.

Mengetahui;
Kepala Pfekon
Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Kcuangan Pcken,

Ketua TPK.

BUPATI^INQSEWU,

SÜJADI



BSRITA ACARA SERAH TERIHA BASIL FEKERJAAN
NOMOR : (TPK)
NOMOR : (Pekon)

Pada hari ini tanggal bulan tahun .... bertempat di
(secara rmci), telah dilaksanakan serah terima basil

pekerjaan... :
I. Nama

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pekon
Alamat :
Selanjutnya Jiscbut PIHAK KESATU

IL Nama :
Jabatan : Kepala Pekon

Selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah menyerahkan hasi! pekeqaan
berupa dalam kcadaan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan benipa dalam
keadaan baik dan cukup dari PIHAK KESATU.

Demikian Berits. Acara ini dibuat rangkap 2 (duaj masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan seauai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Kepala pekon , Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Pekon.

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

Materai Rp. 6009
Nama Jelas, Tanda Tangan,

Stempel (bila ada)

BUPATI FRINGSEWU,

SUJADI



PENAWARAN DAN BERTTA ACARA NEGOSIASI PEKERJAAN/KEG1ATAN :

TIM PKNQELOLA KBGIATAM (TFK)
PEKON : KECAMATAN:. KABUPATEN RINGSEWU

ALAMAT:

RINCIAN HARGA PENAWARAN

PEMASOK 1 :

NEGOSIASI 1

NO. NAMA
BARANC/JASA

SATUAN SPESIFIKASI KUANTITAS HARGA
SATUAN

!RP)

JUMUH
ilARGA

(Rp}

NEGOSIASI dst

l.
2.

dst.

1.
2.

dat-
Total Horna
Keaepakatar
Terbllang

PEMASOK 2 ;

NEGOSIASI 1

NQ. NAMA
HARANG^JASA

SATUAN SFESlFÏKASr KUANTTTA8 HAKGA
SATUAN

(Rï»

JUMLAH
HARGA

(Rp)

NEGOSIASI dst

1.
2.

dat.

1.
2.

dat.
Total Harga
Kcscpokatan
TerbÜann

TOKO PEMASOK 1 „ TOKO PEMASOK 2,

Matera! Rp. 6000
Nama Jelas, Tarda Tangan,

Stempel (bila ada)
Nam JeLas, Tanda Tangan,

Stempel (büa ada)

( tempat/tgL/bJn/tahun)
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Pckan
1 Nam, Jabatan (Ketua)
2 Nama, Jabatan (Sekretaris/Anggota)
3 Nama, Jabatan (Anggota)

BUPATÏ pRINQSEWU,

itrjAöl
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